DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alisjahbana, 2006, “Marginaisasi Sektor Informal Perkotaan”, Surabaya, 1TS
Press.

Andi Pangerang, Syafa’at Anugrah, 2018, “Pokok- pokok Hukum Pemerintah
Daerah”, Depok, PT Rajagrafindo Persada.

Ateng Sjafrudin, 1991, “Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat Il dan
Perkembangannya”, Mandar Maju, Bandung,

E. Utrecht, 1960 “Pengantar Hukum Administrasi Otonomi Daerah” 1903- 1978,
Jakarta, Djabatan

Dadang Solihin dkk,2001, “Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”,
Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

David Held, 2004, “Demokrasi dan Tatanan Global dari Negara Modern Hingga
Pemerintah Kospoloitan”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Gilang Permadi 2007, “Pedagangkaki lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu ”, Jakarta,
Yudhistira.

Hanif Nurcholis, 2005, “Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah”,
Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Herlianto, 1986, “Urbanisasi dan Pembangunan Kota”, Bandung, Alumni.

Lukman Santoso Az, 2015, “Hukum Pemerintah Daerah” Yogyakarta, Pustaka
Pelajar

Mukti Fajar, Yulianto Achmad,2010, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Munir Sirojul, 2013, “Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia”, Yogyakarta,
Genta Publishing.

Moleong Lexy J, 2011, “Metodelogi Penelitian Kualitatif”’, Bandung, PT Remaja
Rosdakarya.

Ni’matul Huda, 2009,” Hukum Pemerintahan Daerah”, Nusamedia, Jakarta.

Ramli, Rusli, 1992, “Sektor Informal Perkotaan”, Jakarta, Indo-Hill-co.

72



Septi Nur Wijayanti, Iwan Satriawan,2009, “Hukum Tata Negara Teori dan
Prakteknya Di Indonesia” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Yogyakarta.

Sugiono, 2005, “Memahami Penelitian Kualitatif”’, Bandung, ALFABET.

Sumaryadi, 2004, “Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan
Pemberdayaan Masyarakat”, Jakarta, Citra Utama.

Sunarno Siswanto, 2009, “Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia”, Makasar,
Sinar Grafika.

Soekamto Soerjono, 1986, “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta, Universitas
Indonesia Press.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Peratuan Terkait

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima

Skripsi/ Tesis

Habib, Oscar,2016,” Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26
tahun 2002 tentang Pedagangkaki lima di Kota Yogyakarta”, (Skripsi
Sarjana llmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta)

Internet

NN, Pendagang Kaki Lima, https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima.,
diunduh pada Senin, 30 April 2018, Jam 13.34 WIB.

NN, Menulis Referensi dari internet, 12 April 2018,

73


https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima

http://manado.tribunnews.com/2013/08/16/tahapan-pembentukan
peraturan-daerah diunduh pada hari Kamis, 12 April 2018, Jam 20.30
WIB.

Jurnal

Ardiyana Nisafatul Irma, Aloysius Rengga, Aufarul Marom, “Implementasi Perda
Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Karang Tempel Kecamatan Semarang
Timur Kota Semarang”. Journal Of Public Policy and Management Review,
Vol. 4, Nomor 2. (2015).

Barama M, “Pelaksanaan Pemerintah Daerah”, Jurnal Hukum Unsrat, VVol. 22
Nomor 5. (Januari, 2016).

Husin, Sukanda, dkk, “Aspek Hukum Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki
Lima Di Kota Pekanbaru ”, Jurnal Konstitusi, VVol. 1, Nomor 2. (2008).

Iza Rusmesten RS, “Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan
Peraturan Daerah”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. XII, Nomor 1. (Januari,
2012).

Nuni Trianingrum, Jawade Hafidz, “Model Penegakan Peraturan Daerah
Terhadap Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berbasis
Pemberdayaan Pastisipatif Di Kabupaten Batang”, Jurnal Hukum Khaira
Ummabh, Vol. 12, Nomor 1 (2017)

Pariartha Dan | Wayan Wana, “Sikap Pedagang Kaki Lima Terhadap Lingkungan
di Kota Denpasar”, Jurnal Bumi Lestari Journal of Environment, Vol. 11
Nomor 1 (2011).

Sugihartoyo, Maya Asmara, “ldentifikasi Faktor-Faktor Tidak Berkembangannya
Perkembangan Eks Pedagang Kaki Lima Barito Di Lokasi Baru” , Jurnal
Planesa (Planologi), Vol. 1 Nomor 2 (2010).

Teddy Nurcahyawan, “Hubungan Antara Efektifitas Hukum Dengan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima Di DKI Jakarta : Suatu Kajian Sosiologi Hukum, Jurnal
Era Hukum, Vol. 2 Nomor 15 (2008).

Yusdiyanto, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi
Daerah”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. V, No. 2. (Mei-Agustus
2012).

Widjajanti Retno, “Penataan Fisik Kegiatan Pedagan Kaki Lima”, Program
Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung, Vol.
30, No. 3. (2009).

74


http://manado.tribunnews.com/2013/08/16/tahapan-pembentukan%20peraturan-daerah
http://manado.tribunnews.com/2013/08/16/tahapan-pembentukan%20peraturan-daerah

